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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2011

TENTANG

Titd KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a

L

banwa dengan diterbilkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka Peraturan
Gubemur Nomoer 54 Tahun 2007 tertang Tm Koordinas: Penanggulangan
Kemiskinan dan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007 lentang
Pembeniukan Kelompok Kera Penanggulangan Kemiskinan perlu
clsempurnakan;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagamana dimaksud dalam hunif a
dant menindaklamul ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Numor 15
Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam hegerd Nomor 42 Tahun 2010
tentang Tm Koordrasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi  dan
Kabupaten/Kota, pedu meneiapkan Peraturan Gubernur tentang Tim
Koordinasi Peranggulangan Kemiskinan;

Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraiuran Perundang-undangan;

Undang-Unoang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pameriniahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Lindang Nomer 12 Tahun 2008,

Undang-Undang Momor 29 Tahun 2007 'entang Pemarintahan Provinsi
Caeran Khusus lbukola Jakarla sebagal lbukota Negera Kesatuan
Republik Indanesia;

Peraluran Pemerintah Momcor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peratiran Prescen N 13 Tahun 2010 tantang  Percepatan
Penancouiznaan Kemakinan,
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Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagainana telah diubah
dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Daiam Negen Nomor 42 Tahun 2010 teniang Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota:

Peraturan Daerah Noma 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengololaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012:

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Gubemur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tala Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

ils

2.

van

Daarah adalah Provins: Daerah Khusus lbukota Jakarta,

Pemenntah Daerah adaiah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemeriniahan daerah,

subernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus [bukota
Jakarta.

Penanggulangan Kemuskinan adalah Kebijakan dan program pemerintah
dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, lerencana,
dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurang
umlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahieraan

raigyal.

F'rggram penanggulangan kemiskinan adalah Keg:atan vang dilakukan
oleh pemerintah. pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat
untuk meningkatkan kesejahleraan masyarakat miskin metalui bantuan
sosial, pemberdayaan masyarakal, sena pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang selanjutnya

disinghkat RPJMD aduish Dokuman peronoanaan daarsh uniuk poriedo

5 (lima) tahun.



7. Rencana Kerna Pemenntah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tabun.

B. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat
SPKD, adalah Dokumen sirategi penanggulangan kemiskinan daerah
yang selanjuinya digunakan sebagal rancangan kebijakan pembangunan

daerah d bidang penangguiangan kemiskinan dalam proses penyusunan
RPJMD

9. Satuan Kerja Perangka! Daerah vyang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkal Daerah pada Pemerintah Daerah yang
terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

10. Unit Kerja Perangkat [aerah yang selanjutnya disingkat UKFD adalah
Unit Kerja atau subordinat SKPD.

11. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah Tim
intas sektor dan lintas pemangku kepentngan di btngkat pusat uniuk
melakukan percepatan penangguiangan kermskinan,

12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemskinan Provinsi yang setanjutnya
disingkat TKPKP adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Tm Koordinasi Penan%(gulan}%gn Kemiskinan Kota/Kabupaten Administrasi
yang selanjutnya disingkat TKPKK adalah Tm Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan fingkat Kota/Kabupaten Admwnistrasi & Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Bag i
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk TKPKP dan TKPKK.

BAR I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Pembentukan TKPKP dimaksudkan untuk mengoordinaskan dan mengintegrasikan
program penanggulangan kemiskinan atau yang berkenaan dengan
I::gg;g.gulangan kemiskinan pada SKPD/UKPD darvatau pemangku kepentingan

Pasal 4

geg*ibentrglkan TKPKP bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan
aerah.

BAS IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
TKPKP
Pasal &

TKPRP merupakan forum koorginasi antar SKPD/UKPD dan pihak terkait
lainnya untuk percepatan penangguiangan kemiskinan di daerah.



Pasal &

(1) TKPKP mempunyai tugas mengoordinasikan kebijakan dan program
penangguiangan kemiskinan serla mengendaikan pelaksanaan
program penangqulangan XKemiskinan di Daerah.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagamana dimaksud pada ayal (1),
TKPKP menyelenggarakan fungsi -

a,

pengoordinasian penyusunian SPKD Provinsi sebagal dasar penyusunan
RPJMD a bidang penanggulangan kemiskinan;

pengoordinasan forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang
penanggulangan kemiskinan datam hal penyusunan rencana
strategis SKPD;

pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD idang
penangqulangan kemiskinan dalam hal pertyusunan rancangan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah {RKPD);

pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang
penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja
SKPD;

pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah bidang penanggulangan kemiskinan;

pengorganisasian pemantauan, supervisi dan tindak ianjut terhadap
pencapaian tujuan program dan kegialan penangguangan kemiskinan
agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

gpengorgari$asian pemantauan peiaksanaan kelompok program

penanggulangan kemiskinan cleh SKPD yang meliputi realisasi
pencapaian target. penyerapan dana dan kendala yarg dihadapi;

penyusunan hasit pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

pengoordinasian evatuasi pelaksanaan program dan/atau kegialan
penanggulangan kemiskinan;

pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang
penanggulangan kemiskinan; dan

polaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan
kemiskinan kepada Gubernur.

Bagian Kedua
TKPKK

Pasal 7

TKPKK merupakan peiaksana TKPKP datam pengoordinasian dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan dan program penangguiangan kemiskinan di wilayah
Kotz Administrasi/Kabupaten Administrasi.



(1)

(2)
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Pasal 8
TKPKK mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
TKPKK menyelenggarakan fungs: :

a. pengocrdinasian penyusunan rencana kerja/program SKPD/UKPD di
Kota/Kabupaten Administrasl sebagal bahan masukan penyusunan
RPJMD bidang penanggulangan kemtiskinan,

b. pengoordinasian forum SKPD/UKPD atau forum gabungan SKPD/UKPD
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD/UKPD;

c. pengoordinasian forum SKPD/UKPD atau forum gabungan SKPD/UKPD
Kota Administrasi/Kabupaten Administras:i bidang penanggulangan
kemiskinan sebagai bahan masukan penyusunan RKPD;

d. pengoordinasian forum SKPD/UKPD atau forum gabungan SKPD/UKPD
Kota AdministrasifKabupaten Administrasi bidang penanggulangan
kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerna SKPD/UKPD;

e. pengoordinasian pemantauan, supervisi dan findak lanjut terhadap
pencapaian tujuan program dan kegatan penanggulangan
kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

f. pengoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok program
penangguiangan kemiskinan oleh SKPD/UKPD Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi yang meliputi realisasi pencapaian targel,
penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

g penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan‘atau kegiatan
program penangguiangan kemiskinan secara periodik;

h pengoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan
penanggulangan kemiskinan;

L pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang
penanggulangan kemiskinan; dan

} pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program pananggulangan
kemiskinan kepada TKPKP melaiui Walikota/Bupati,

Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan TKPKK d wilayah masing-masing.



e 1]

BAB V
SUSUNAN KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Susunan

Fasal 9

{1) Susunan Keanggotaan TKPKP terdirt dari:

(2)

anow

h

Penanggung Jawab ° Gubermur

Ketua - Wakil Gubernur
WakilKetua . Sekretans Daerah
Sekretariat terdin dari;

1} Kelompak Kerja Seckretariat,

2} Kelompok Kerja Pendatlaan dan Sistem {informas;,
3) Kelompgok Kerja Pengembangan Kemitrdan,

4) Kelompek Kerja Pengaduan Masyarakat.

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga terdiri
atas :

1} Sub Program Peménuhan Hak Dasar,
2} Sub Program Pengurangan Beban Hidup,
3) Sub Program Perbakan Kualitas Hidup.

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pembendayaan
Masyarakat terdin atas :

1) Sub Program Pengembangan Potens;
2} Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pernberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil terdiri atas :

1) Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil,
2) Sub Program Penguatan Ekonomi,

Kelompok Program Pendukung terdin atas:

1) Sub m Peningkatan Ekonome dan Kesejahteraan Masyarakal
Sacara Langsung;

2) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteran Masyarakat
Secara Tidak Langsung.

Susunan Keanggotaan TKPKK terdin dari

apom

Penanggung Jawab ;. Walikota/Bupatt

Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupatl
Wakil Ketua . Sekretans Kota/Kabupaten
Seokretariat tardiri darv -

1) Kelompok Kerja Sekretariat;

2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
3) Kelompok Kena Pengembangan Kemitraan;

4) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat,

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga terdin atas:
1) Sub program Pemenuhan Hak Dasar;

2) Sub Program Pengurangan Beban Hidup;
3} Sub Program Perbakan Kualitas Hidup.



(3)

(4)

{1)
(2)

(3}

(4)

. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat terdin atas :

1) Sub Program Pengembangan Potensi:
2) Sub Program Penguatan Kapasilas Kelompok Masyarakat,

g. Kelompok Pmogram Penangguiangan Kemiskinan Berbasis Pembercayaan
Usaha Ekornomi Mikre dan Kecil terdin atas -

1) Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mkro dan Kecil;
2) Sub Program Penguatan Ekonom

h. Kelompok Program Pendukung terdin atas -

1) Sub Pmgram Peningkatan gkonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Secara Langsung:
2) Sub Progam Peningkatan Ekonomi dan Kesejahterman Masyarakat
Secara Tidak Langsung.

Bagan Susunan Organisasi TKPKP dan TKPKK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2} tercanturmn datam Lampiran | Peraturan
Gubernur ini.

Susunan keanggotaan TKPKP dan TKPKK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantumn dalam Lampiran Il dan Lampiran /Il Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedua
Uraian Tugas TKPKP
Paragral 1
Ketua
Pasal 10

Ketua TKPKP mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan
pelaksanaan tugas TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Ketua TKPKP dalam menjalankan tugasnya berkedudukan ¢ bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Dalam menjalankan tugasnya Ketua TKPKP dibantu oleh seorang Wakil
Ketua yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kelua
TKPKP.

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pads ayal (3) membantu Ketua
TKPKP dalam :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas TKPKP;

b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan; dan

c. melaporkan pelaksanaan program dan kebijakan penanggulangan

kemiskinan.



(*)
(2

{1}

(2)

M

(2)

(3)

(4)

Paragraf 2
Sekretanat
Pasal 11
Sexretanat menpakan unsur pendukung TKPKP dalam bidang administras).

Sekretariat dipimpin aleh seorang Sekretaris TKPKP yang berkedudukan
d bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP, yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Wakil Sekretans

Pasal 12

Sekretarial mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis
serta menyiapkan bahan kebijakan kepada TKPKP

Untuk melaksanakan tugas sebagamana dimaksud pada ayal (1),
Sekretanat menyelenggarakan fungsi :

pelaksanaan kegiatan administrast dan surat-menyurat TKPKP:

penyelenggaraan rapat TKPKP:

pengoordinasian penyusunan laporan TKPKP;

pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;

pengembangan indikator kemiskinan daeran,

pengembangan sistem informasi kemiskinan;

penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan

permasalahan kemiskinan;

perumusan pembinaan hubungan antara masyarakal dengan pemerintah

daerah,

L perumusan pemnbinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah
daerah;

J. perumusan dan penyiapan penanganan aspiras! dan pengaduan
masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;

k. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan
pengaduan masyarakal terkant dengan penyelenggaraan kegiatan
penanggulangan kemiskinan, dan

L perumusan dan penyiapan bahan sosiaisasi dan kampanye tentang

perlunya pendampingan masyarakat dalarn penyampaian pengaduan

pada penyelenggaraan kegiatan penanggul2ngan kemiskinan,

T emoapow

Pasal 13

Kelompok Kena Sekretariat merupakan pelaksana tugas dan fungs
Sekretariat TKPKP.

Kelompok Kefja Sekretanat dipimpin cieh seorang Ketua yang berkedudukan
o bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPKP.

Dalam menjalankan fugasnya Ketua Kelompok Kerja Sekretanat dibantu
ceh seorang Wakif Ketua yang berkedudukan d bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua Kelompok Kerfa Sekrétariat,

Kelompok Kena Sekretariat melaksanakan tugas :

melaksanakan kegiatan administrasi dan Surat-menyurat TKPKP;
menyelenggarakan rapat TKPKP;

mangoordinasikan penyusunan laporan TKPKP; dan

melaporkan pelsksanaan tugee.

eP oW
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Pasal 14

Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi merupakan pelaksana
Sekretariat TKPKP dalam pengelolaan data dan informasi kemiskinan.

Kelompok Kena Pendataan dan Sistern Informasi dipimpin oleh secrang
Ketua yang berkedudukan di bawah dan benanggung jawab kepada
Sekretaris TKPKP.

Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Kera Pendataan dan
Sistem Informas: dibantu oleh secrang Wakil Ketua yang berkedudukan
d hawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja
Pendataan dan Sistem Informasi.

Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi melaksanakan tugas :

mengelola dan mengembangkan data kemiskinan,

mengembangkan indikator kemiskinan daerah;

mengembangkan sistem informasi kemiskinan;

menyediakan data dan informasi sistem penngatan dini kondisi dan
permasalahan kemiskinan; dan

melaporkan pelaksanaan tugas.

ap o

o

Pasal 15

Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan merupakan pelaksana
Sekretariat TKPKP dalam pengelolaan dan pengembangan kemiskinan
uniuk penanggulangan kemiskinan.

Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dipimpin oleh seorang Ketua
yang berkedudukan d bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
TKPKP.

Dalam menjalankan tugasny2 Ketua Kelompok Kera Pengembangan
Kemitraan dibantu cleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan d bawah
dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja Pengembangan
Kemitraan.

Kelompok Kena Pengembangan Kemilraan melaksanakan tugas :

a. merumuskan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan
pemerintah daerah;

b. merumusikan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah
daerah; dan

c. melaporkan pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Kelompok Kena Pengaduan Masyarakat merupakan pelaksana Sekrelanat
TKPKP dalam fasiftasi penanganan pengaduan masyarakat untuk program
penanggulangan kemiskinan,

Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua
yang berkedudukan d bawah dan berlanggung jawab kepada Sekretaris
TKPKP.

Dalam menjalankan tugasnya Kelua Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat
dibantu cleh seorang Waki! Ketua yang berkedudukan di bawah dan

bartanggung jawab kapada Ketua Kelompok Karja Pengaduan Masyarakat,
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(1)

(2)
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Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat melaksanakan tugas:

a. merumuskan dan menyiapkan penanganan aspirast dan pengaduan
masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;

b, merumuskan dan menyiapkan bahan kampanye penanganan aspirasi
dan pengaduan masyararat terkart dengan penyelenggaraan kegiatan
penanggulangan kemiskinan,

¢. merumuskan dan menyiapkan bahan sosiaiisasi dan kampanye tentang
perfunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan
pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan

d. melaporkan pelaksanaan tugas.

Dalam rangka menampung pengaduan masyarakat untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan kotak pos
pengaduan dan alamat surat slektronik (e-mail} yang ditempatkan di
sekretariat dan d tempat-lempat Iain yang diperiukan.

Paragraf 3
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
Pasal 17

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga merupakan
pelaksana TKPKP dalam penanggulangan kemiskinan melalui bantuan
sosial terpadu berbasis keluarga.

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dipimpin
olen secrang Ketlua yang berkedudukan d bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua TKPKP.

Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial
Terpadu Berbasis Keluarga dibantu oleh seorang Sekretarls yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga,

Pasal 18

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga mempunyai
tugas mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan d bidang bantuan
sostal terpadu berbasis keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga menyelenggarakan
fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan
d bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;

b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;

¢. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan di
bidang bantuan sosial terpadu berbasls keluarga;

d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggutangan kemiskinan
d bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; dan

€. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan d
bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
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Pasal 19

Sub Program Pemenuhan Hak Dasar merupakan pelaksana Reglatan
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang
berkaitan dengan pemenuhan hak dasar.

Sub Program Pemenuhan Hak Dasar dipmmpin oleh seorang Koordinator
yang berkedudukan d bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasts Keluarga.

Sub Program Pemenuhan Hak Dasar melaksanakan tugas:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sasial
terpadu berbasis kefuarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak
dasar oleh SKPD/UKPD terkait:

b. melaksanakan kegatan koordinasi pelaksanaan program bantuan
sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemeéenuhan
hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait;

¢. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan
sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan
hak dasar deh SKPD/UKPD terkait;

d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu
berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh
SKPC/UKPD terkait: dan

e melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial lerpadu berbasis
keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh
SKPD/UKPD lerkait.

Pasal 20

Sub Program Pengurangan Beban Hidup merupakan pelaksana kegiatan
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasts Keluarga yang
berkaitan dengan pengurangan beban hidup.

Sub Program Pengurangan Beban Hidup dipimpin oleh seorang Koordinator
yang berkedudukan di bawah dan benanggung jawab kepada Ketua
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.

Sub Program Pengurangan Beban Hidup melaksanakan tugas :

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpadu
berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup
oleh SKPD/UKPD terkait:

b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan sosial
terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan
beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait;

¢. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan
sesial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan
beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait;

d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pragram bantuan sosial terpadu
berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup
oleh SKPD/UKPD terkait; dan

e, melaporkan pefaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis

keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup oleh
BiKPLD/UKPD lorkall,
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Pasal 21

Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup merupakan pelaksana kegiatan
Kelompok Program Bantwan Sostal Terpadu Berbasis Keluarga yang
berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup.

Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup dipimpin oleh seorang Kogrdinator
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Keiompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.

Sub Program Perbaikan Kuahtas Hidup meiaksanakan tudas:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpadu
berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbalkan kualitas hidup
cleh SKPD/UKFPD terkai

b melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan
sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan
kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait;

o melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan
sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbalkan
kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait.

d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial lerpadu
berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbakan kualitas hidup
oleh SKPD/UKPD terkait; dan

e. melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis
xeluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualtas hidup oleh
SKPD/UKPD terkait.

Paragraf 4

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

Kelbmpok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat merupakan pelaksana TKPKP dalam penanggulangan
kemiskinan meialui pemberdayaan masyarakat.

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat dipimpin oleh seorang Kelua yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP.

Dalam menjaiankan lugasnya Ketua Kelompok Program Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dibantu cleh seorang
Sekretaris yang berkedudukan d bawah dan berfanggung Jawab kepada
Ketua Kelompok Program PFenanggulangan Kemiskinan berbasis
Pemberdayaan Masyarakal.

Pasal 23

Keiompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat mempunyali tugas mengoordinasikan penanggulangan
kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Mas yarakat menyelenggarakan fungsi

a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan hemiskinan
d bidang pemberdayaan masyarakat,

b, pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
d bidang pemberdayaan masyarakat:

¢ pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan d
bidang pemberdayaan masyarakat;

d. pengevaluasian pelaksanaan pfogram penanggulangan kemiskinan
di bidang pemberdayaan masyarakat: dan

€. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan o
bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

Sub Program Pengembangan Potensi merupakan pelaksana kegiatan
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi.

Sub Frogram Pengembangan Potensi dipimpin  oleh  seorang
Koordinator yang berkedudukan o bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Kelompok Pmogram Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat.

Sub Program Pengembangan Potensi melaksanakan tugas:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program penangguliangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakal yang berkaitan
dengan pengembangan potensi cieh SKPD/UKPD terkalt;

b. melaksanakan kegialay kocrdinast pelaksanaan program panangguiangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan
dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait;

C. melaksanakan kegialan pengendalian pelaksanaan  program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
yang berkaitan dengan pengembangan potensl oleh SKPD/UKPD
terkait;

d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program pananggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan
pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkait; dan

e melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskingn berbasis
pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan
potensi olen SKPR/UKPD terkait,

Pasal 25

Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat merupakan

polaksana kegiatan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
Barbagis Pemberdayaan Masyarakat yang berkaitan dengsn penguaten

kapasitas kelompok masyarakat.
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Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dipimpin oleh
seorang Koordinator yang berkedudukan df bawah dan beranggung
jewab kepada Kelua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan hasyarakat.

Sub Program Penguatan Kapastas Kelompok Masyarakat melaksanakan
tugas:

a. melaksanakan koordinasi periyusunan program penangguian_gan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan
dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat olen SKPDRDIUKPD
terkait;

b, melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan
dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKFD
terkait;

c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakal
yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat
oleh SKPD/UKPD terkait;

d. mengevaluasi keglatan pelaksanaan program penanggulangan
keriskinan berpasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan
penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait; dan

e. melaporkan pelaksanaan program penanggulangan  kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakal yang berkaitan dengan
penguatan kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPD terkait:

Paragraf 5

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasat 26

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pernberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil merupakan pelaksana TKPKP datam
penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan wusaha skonomi
mikro dan kecil,

helompok  Program  Penanggulangan Kemiskinan Berbasis  Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecit dipimpin oleh seorang Kefua yang
berkedudukan ¢ bawan dan bertanggung jawab Kepada Ketua TKPKP.

Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Program Psananggulangan
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Keci
dibantu oleh secrang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.
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Pasal 27

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mkro dan Kecd mempunyai lugas mengoordinasikan
penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mkro dan
keci

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
Kelompok Program Peranggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mkro dan Kecil menyeienggarakan fungsi:

a. pengoordnasian penyusunan pregram penanggulangan kemiskinan
d bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil;

b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kermiskinan
o bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil;

¢ pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan d
bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil,

d pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
d bidang pemberdayaan usaha rmikro dan kecil: dan

e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di
bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pasal 28

Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil merupakan
pelaksana kegiatan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikrc dan Kecll yang berkaitan
dengan akses bag pelaku usaha mikro dan kecil.

Sub Program Akses bag Pelaku Usaha Mikro dan Kecll dipimpin oleh
seorani Koordinator yang berkedudukan ¢ bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonom: Mikro dan Kecil.

Sub Program Akses bagr Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melaksanakan
tugas :

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekenomi mikro dan kecil
yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh
SKPD/UKPD terkait;

b. melgksanakan kegiatan koordinast pelaksanaan program penangguiangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
yang berkaitan dengan akses bag pelaku usaha mkro dan kegll oleh
SKPD/UKPD terkait;

¢ meiaksanakan Xeglatan pengendalian pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi
mkro dan kecl yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha
mikro dan kecil oleh SKPD/UKPD terkait:

d mengevaiuasl kegiatan peiaksanaan program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
gan Lerkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh

K

DIUKPD terkait; dan
8 melaporkan p@aksenaan program  penanggulangan  kemiskinan

Rerbanin  pambardayaan umeha okanomi mikro dan  kecil yan
Derkailan dengan akses bagl peleku usaha mikro dan kecil cle
SKPD/UKPD terkait.
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Pasal 29

Sub Program Penguatan Ekonomi merupakan pelaksana kegiatan
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Uszhz Ekonomi Mikro dan Kecll yang berkatan dengan penguatan
ekonomi.

Sub Program Penguatan Ekonomi dipimpin oleh seorang Koordinator
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kkepada Ketua
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Sub Program Penguatan Ekonomi melaksanakan tugas °

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
yang berkaitan dengan penguatan ekonemi oleh SKPD/UKPD terkait;

b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan berbasis permberdayaan ussha ekonomi mikro dan kecll
yang berkatan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait;

c. melaksanakan Kkegiatan pengendalian pelaksanaan program
penangguiangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh
SKPC/UKPD terkat,

d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan keci
yang berkaitan dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait, dan

e. melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan dengan
penguatan ekonomf oleh SKPD/UKPD terkait,

Paragraf 6
¥ elompok Program Pendukung
Pasal 30

Kelompok Program Pendukung merupakan pelaksana TKPKP dalam
penanggulangan kemiskinan melalui program peéndukung.

Kelompok Program Pendukung dipimpin oleh seorang Ketua yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP.

Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Program Pandukung
dibantu oleh ssorang Sekretaris yang berKedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada ¥etua Kalompok Program Pendukung.

Pasal 31
relompok Program Pondukung mempunyal lugas mangoordinssikan

penanggulangan kemiskinan di bidang pandukungan untuk peningkatan

shonamiidean kogahts rean mosmrakat rolabin,



(2) Untuk melaksanakan iugas sebagaimana dimaksud pada avat (1)

{1

(2)

)

Kelompok Program Pendukung menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kermiskinan
di bidang pendukungan uniuk peningkatan ekonomi dan kesgjahteraan
masyarakat miskin:

b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
di bidang pendukungan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat miskin;

c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di
bidang pendukungan untuk peningkatan ekonomi dan keselahteraan
masyarakat miskin;

d pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan d
tadang pendukungan untuk peningkatan ekanomi dan kesejghtaraan
masyarakat miskin; dan

g pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan d
bidang pendukungan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat miskin.

Pasal 32

Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara
Langsung mernupakan pelaksana kegiatan Kelompok Program Pendukung
yang berkatan dengan peningkalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakal
secara langsung,

Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara
Langsung dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan d bawah
dan berlanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Pendukung.

Sub Program Peningkatan Ekenomi dan Kesejehleraan Masyarakal Secara
Langsung melaksanakan tugas:

a, melaksanakan koordinasi penyusunan program pendukung
penanggutangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakal secara langsung oleh
SKPD/UKPD terkait;

b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program pendukung
penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan
ckonoml dan kesejahleraan masyarakal s$ecara langsung oleb

SKPD/UKPD terkait;

¢ melaksanakan keglatan pengendalian pelaksanaan program pendukung
penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secarz Jangsung oleh
SKPD/UKFD terkait;

d mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program pendukung pananggulangan

kamigkinan yang berkaitarn dengan peningkatan ekonomi dan
Rasajahteraan Masyaraket secara tafgouny oloh EKPDAIKPD terhall

dan



18

e+ melaporkan pelaisanaan program pendukung pcnanggu!angan
kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi  dan
kesejahteraan masyarakat secara langsung oleh SKPL/UKPD terkait.

Pasal 33

(1) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakal Secara
Tidak Langsung merupakan pelaksana kegiatan Kelompok _Program
Pendukung yang berkailan dengan peningkalan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat secara tidak langsung.

(2) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Secara Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Koaordinator yang
berkedudukan d bawah dan bertanggung Jawab kepada Ketua
Kelompok Program Pendukung.

(3) Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kessjahteraan Masyarakat Secara
Tidak Langsung melaksanakan tugas:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program pendukung
penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan
ekcnomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung olen
SKPD/UKPD terkait;

b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program pendukung
penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh
SKPD/UKPD terkait;

c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program pendukung
penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakal secara tidak langsung oleh
SKPD/UKPD terkait;

d mengevaluasi Keglatan pelaksanaan program  pendukung
penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan

ekonomi dan kesejahleraan masyarakat secara tidak langsung oleh
SKPC/UKPD terkait; dan

e, melaporkan pelaksanaan program  pendukung  penanggulangan
kemiskinan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD
terkait,

Bagian Katiga
Uraian Tugas TKPKK
Parageal 1
Ketua

Pasal 3

(1) Ketua TKPKK mempunyai tugas memimpln dan mangoordlnasikan
pelaksanaan tugas TKPKK sebagaimana dmaksud dalam Pasal B.
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Ketua TKPKK dalam menjalankan tugasnya berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP melalul Walikota/Bupati.

Dalam menjalankan tugasnya Ketua TKPKK dibantu oleh seorang Wakil
Ketua yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kelua
TKPKK

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayal (3) membanltu Ketua
TKPKK dalam :

a. memimpin dan mengoerdinasikan pelaksanaan tugas TKPKK;
b. memantau dan mengendalkan pelaksanaan program penangguiangan
kemiskinan, dan
¢ melaporkan pelaksanaan program dan kebijakan penanggulangan
kerniskinan.
Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 35
Sekretariat merupakan unsur pendukung TKPKK dalam bidang administras..

Sekretariat dipimpin oleh secrang Sekretaris TKPKK yang berkedudukan
di bawah dan berlanggung jawab kepada Ketua TKPKK.

Pasal 38

Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis
serta menyiapkan bahan kebijakan kepada TKPKK.

Unick metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi

a, pelaksanaan kegatan administrasi dan surat-menyurat TKPKK;

b. penyelenggaraan rapat TKPKK;

¢ pangoordinasian penyusunan laporan TKPKK,

d. pengembangan dan sosialisasi data kemiskinan wilayah;

e pengéembangan indikator kemiskinan wilayah sebagai bahan masukan
indkater kemiskinan daarah;

f pengembangan sistem informasi kemiskinan;

g. penhyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan
permasalahan kemiskinan;

h. perumusan pambinaan hubungan antara masyarakat dengan pemenntah

daerah;

i perumusan pembinaan hubungan dumia usaha dengan pemerintah
daerah;

i perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan
masyarakat lerkail kegialan penanggulangan kemiskinan;

k. perumusan dan penytapan bahan kampanye penanganan aspirasi
dan pengaduan masyarakal terkail dengan penyelenggaraan kegiatan
penanggulangan keémiskinan; dan

L perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye lentang
perienya pendampingan masyarakat dalam panyampalan pengaduan
pada penyelenggaraan keglatan penanggulangan kemiskinan.
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Pasal 37

Kelompok Kerja Sekrelariat merupakan pelaksana lugas dan fungsi
Sekretariat TKPKK dalam pengelotaan data dan pelaksanaan administrast.

Kelormpok Kerja Sekretanat dipimpin oleh seorang Kelua yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretans TKPKK

Dalam menjalankan lugasnya Ketua Kelompok Kerja Sekrelanat dibantu
okeh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan di bawsh dan bertanggung
jawab kepada Ketua Kelompok Kerna Sekreiariat

Kelompok Kerja Sekretariat melaksanakan tugas :

a. peiaksanaan kegiatan administrasi dan surat-menyural TKPKK;
b. penyelenggaraan rapat TKPKK; dan
c. pelaporan TKPKK.

Pasal 38

Keiompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi merupakan pelaksana
Sekretariat TKPKK dalam pengeloiaan data dan informasi kemiskinan.

Kelompck Keria Pendataan dan 3Sistem Informasi dipimpin oleh secrang
Ketua yang berkedudukan d bawazh dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris TKPKK.

Dalam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Kerja FPendataan dan
Sistern Informasi dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja
Pendataan dan Sistem Informasi.

Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi melaksanakan tugas:

a. mengembangkan dan sosialisasi data kemiskinan wilayah;

b. mengembangkan indikator kemiskinan wiayah sebagai bahan masukan
indikator kemiskinan daerah;

¢ mengembangkan sistem informasi kemiskinan;

d. menyediakan data cdan informasi sistem peringatan dini kondisi dan
permasalahan kemiskinan; dan

& melaporkan pelaksanaan tugas.

Pasal 39

Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan merupakan pelaksana
Sekretariat TKPKK dalam pengelolaan dan pengembangan kemitraan
untuk penanggulangan kemiskinan.

Kelompok Kerja Pengambangan Kemitraan dipimpin cieh secrang Xetua

yang berkedudukan d bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
THPKK.

Ralern manjalapkar vdaanys Ketvim Keiompok Karja Pqngnmbﬂnﬂqn.
Kemitraan dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan di

bawah dan berianggung jawab kepada Ksetua Kelompok Kerja
Pengembangan Kemitraan.
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Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan melaksanakan tugas .

a. merumuskan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan
pemerintah daerah; _

b. merumuskan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemernntah
daarah;, dan

¢. melaporkan pelaksanaan tugas.

Pasal 40

Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat merupakan pelaksana
Sekretariat TKPKK dalam fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat
unfuk program penanggulangan kemiskinan.

Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua
yang perkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sckretaris
TKPKK.

Dalam menjalankan tugasnya Ketua Keiompok Kerja Pengaduan
Masyarakat dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berkedudukan di
bawah dan berlanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja
Pengembangan Kemitraan.

Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakal melaksanakan tugas:

a merumuskan dan merfyiapkan penanganan aspiras! dan pengaduan
masyarakat terkail kegiatan penanggulangan kemiskinan;

b. merumuskan dan menyiapkan bahan kampanye penanganan aspiras
dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggarakan keglatan
penanggulangan kemiskinan;

C. merumuskan dan menyiapkan bahan sosialisasi dan kampanye tentang
periunya pendampingan masyarakal dalam penyampaian pengaduan
pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan

d. melaporkan pelaksanaan tugas.

Dalam rangka menampung pengaduan masyarakat untuk melaksankan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan kotak pos
pengaduan dan alamat surat elektronik {e-mafl) yang ditempatkan
disekretariat atau tempat-tempat lain yang diperiukan

Paragraf 3

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 41

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga merupakan
pelaksana TKPKK dalam penanggulangan kemiskinan melalui bantuan
sosial terpadu berbasis keluarga.

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dipimpin

olen secrang Ketua yang berkedudukan o bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua TKPKK.

Datam menjalankan tugasnya Ketua Kelompok Program Bantuan Sosial

Terpadu Berbasis Kaluarga dibantu cleh secrang Sekretaris yanga
erkedudukan d bawah dan bertanggung Jawab kepada Kelua Kelompo

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.
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Pasal 42

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu  Berbasis _K_eluarga_
mempunyal tugas mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan d
bidang bantuan sosial 1erpadu berbasis keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud pada ayal (1)
Kelompok Program Bantuan Sosial  Terpadu Berbasis Keluarga

menyelenggarakan fungsw

a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan
di brdang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; o

b, pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
d bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; o _

c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan d
bidang bantuan sosial terpadu berbagis keluarga, .

d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di
bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; dan

e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan d
bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

Pasal 43

Sub Program Pemenuhan Hak Dasar merupakan pelaksana kegiatan
Kelompok Program Bantuan Secsial Terpedu Berbasis Keluarga yang
berkaitan dengan pemenuhan hak dasar.

Sub Program Pemenuhan Hak Dasar dipimpin oleh seorang Koordinator
yang berkedudukan di bawan dan bertanggung jawab kepada Ketua
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga.

Sub Program Pemenuhan Hak Dasar melaksanakan tugas :

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpadu
berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh
SKPD/UKPD terkait,

b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan
sosial terpadu berbasis keluarga yang barkaitan dengan pemenuhan
hak dasar oleh SKPD/UKPD terkait;

¢. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan
sosial terpacdu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan
hak dasar olen SKPD/UKPD terkait,

d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu
berbasis keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh
SKPD/UKPD terkait; dan

e. melaporkan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis
keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar oleh
SKPD/UKPD terkait.

FPasal 44

Sub Program Pengurangan Beban Hidup merupakan pelaksana kegiatan
Kalompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang
berkailan dengan pengurangan beban hidup.

Sub Program Pengurangan Beban Hidup dipimpin oleh seorang
Koordinator yang berkedudukan d bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Kelompok Pregram Banluan Sosial Terpadu Berbasis
Keluarga.



(3) Sub Program Pengurangan Beban Hidup melaksanakan tugas :

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial terpad
berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup
cleh SKPDAJKPD terkait:

b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program bantuan
sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan
beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait;

¢. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan
sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan pengurangan
beban hidup oleh SKPD/UKPD terkait;

d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu
berbasis kefuarga yang berkaitan dengan pengurangan beban hidup
oleh SKPD/UKPD terkail: dan

e, melaporkan pelzksanaan program bentuan scsial lerpadu berbasis
keluarga yang berkatan dengan pengurangan beban hidup oleh
SKPL{UKPD terkait.

Pasal 45

(1) Sub Program Perbaikart Kualitas Hidup merupakan pelaksana kegiatan
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang
berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup.

(2) Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup dipimpin oleh seorang
Koordinator yang berkedudukan d bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Kelompck Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
Keluarga.

(3) Sub Program Perbaikan Kualitas Hidup metaksanakan tugas.

a melaksanakan koordinasi penyusunan program bantuan sosial
terpadu berbasis keluarga yang Derkaitan dengan perbaikan kualitas
hi.dup oleh SKPD/UKPD terkait;

b. meaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanasn program  bantuan
sosial terpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan
kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkait;

¢. meaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program bantuan
sosial lerpadu berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbakan
kualitas hidup oleh SKPD/UKPD terkaut;

d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu
berbasis keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup
oleh SKPCJ/UKPD terkait; dan

e melaparkan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis
keluarga yang berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup oleh
SKPD/UKPD terkait,

Paragraf 4

Kelompek Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat

Fasal 46

(1) Kelompok Program Penangguiangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat merupakan pelaksana TKPKK dalam penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.



(2)

(3)

(1)

(2}

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKK

Dalam menjalankan lugasnya Ketua Kelompok FProgram Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dibantu cleh seorang
Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis

Pemberdayaan Masyarakal.
Pasal 47

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat mempunyal tugas mengoordinasikan penanggulangan
kemiskinan d bidang pemberdayaan masyarakal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kalompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakal menyelenggarakan fungsi :

a pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kamiskinan
di bidang pemberdayaan masyarakat,

b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
d bidang pemberdayaan masyarakat;

¢. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan d
bidang pemberdayaan masyarakat;

d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
di bidang pemberdayaan masyarakat, dan

e pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di
bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasat 48

(1) Sub Program Pengembangan Polensi merupakan pelaksana kegiatan

(2

{3)

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan poteunsi.

Sub Program Pengembangan Fotensi dipimpin cleh seorang Koordinator
yang berkedudukan d bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat

Sub Program Pengembangan Potensi melaksanakan tugas :

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program penanggulangan
kemiskinan berbasls pemberdayaan masyarakat yang berkaitan
dengan pengembangan potensi oleh SKPD/UKPD terkalt;

b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan
dergan pengembengan potensi oleh SKPD/UKPD terkal;

C. meiaksanakan kegialan pengendalian polaksanaan program
penanggulangan kemiskinan berbasin pombordayaon maryarokat

yang berkaitan dengan pengembangan polensi oleh SKPD/UKPD
terkalt;
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d. mengevaluasi kegatan peiaksanaan program penanggulangan
kemiskinan berbass pemberdayaan masyarakat yang berkaitan
dengan pengembangan potenst cleh SKPD/UKPD terkait; dan ‘

e. melaporkan palaksanaan program penanggulangan kemiskinart berbasis
pemberdayaan masyarakal yang berkaitan dengan pengembangan
potensi oleh SKPD/UKPD terkait.

Pasal 40

Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakal merupakan
pelaksana kegiatan Kelompok Program Penangguiangan Kemiskinan
Berpass Pemberdayaan Masyarakat yang berkailan dengan penguatan
kapasitas kelompok masyarakat.

Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dipimpin oleh
seorang Koordinator yang berkedudukan d bawah dan bertanggung
jawab kepada Keluz Kelompck Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbass Pemberdayaan Masyarakat.

Sub Program Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat melaksanakan
tugas :

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program  penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan
dengan pengualan kapasilas kelompok masyarakat oleh SKPOD/UKPD
terkait;

b. melzksanakan kegatan koordinas: pelaksanaan program penanggulangan
kemuskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkaitan
dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat oeh SKPD/UKPD
terkat;

¢. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
"yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat
oleh SKPD/UKPD terkait;

d. mengevaluasi kegiatan pelaksanzan pragram penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masysrakat yang berkaitan
dengan penguatan kapasitas kelompok masyarzkat cleh SKPD/UKPD
terkait, dan

e melaporkan pefaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan
kapasitas kelompok masyarakat oleh SKPD/UKPLD terkai,

Paragraf 5

Keiompok Pregram Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 50

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonom: Mikro dan Kecd merupakan peiaksana TKPKK dalam

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil.

Kelompok Program Penanpgulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kacil dipimpin oleh secrang Ketua yang
barkedudukan d bawah dan bartanggung jawab kepade Ketua TKPKK.
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Dalam menjalankan lugasnya Ketua Kelompok Program Penanggulangan

Kemisi¢nan Berbasis Pemberdayaan Uszha Ekonomi Mlkro dan Keall
dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan o bawah dan

beranggung jawah kepada Ketua Kelompok Program Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil,

Pasal 51

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekcnomi Mkro dan Kecl mempunyai tugas mengoordinasikan
pananggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan
recil.

Jntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Lisaha Ekonomi Mikre dan Kecil menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan
d bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil;

b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
di bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil:

¢. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di
bidang pemberdayaan usaha mkro dan kecil;

d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
¢ bidang pemberdayaan usaha mikre dan kecil; dan

e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan o
bidang pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pasal 52

Sub Program Akses bag Pelaku Usaha Mikro dan Kecll merupakan
pelaksana kegiatan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang berkaitan
dengan akses bag pelaku usaha mikro dan kecil,

Sub Prograrm Akses bagl Pelaku Usaha Mikio dan Kecil dipimmpin oleh
seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kapada Ketua Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekenomt Mikro dan Kecil.

Sub Program Akses bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melaksanakan
tugas:

a. melaksanakan koordinasi penyuSunan program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekcnomi mikro dan kecil
yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil oleh
SKPD/UKPD terkait;

b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan uUsaha ekonomi mikro dan keci
yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan kegil olgh
SKPD/UKPD terkait;

c. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program
penanggulangar kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomf
mikro dan kecil yang berkaitan dengan akses bagi pelaku usaha
mikre dan kecit oleh SKPD/UKPD terkait:
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d mengevaluasl kegialan pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan keci
yang berkaitan dengan akses bagl pelaku usaha mikre dan kecl glgh
SKPD/UKPD terkalt; dan

e melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang berkaitan
dengan akses bagi pelaku usaha mikro dan keci gleh SKPD/UKFD
terkait.

Pasal 53

(1) Sub Program Penguatan Ekonomi merupakan pelaksana kegiatan
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kedil yarg berkaltan dengan penguatan
ekonomi.

(2) Sub Program Penguatan Ekaonomi dipimpin oleh segrang Koordinator
yang berkedudukan d bawah dan berfanggung jawab kepada Ketua
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

(3} Sub Program Penguatan Ekonomi melaksanakan tugas:

a melaksanakan koordinasi penyusunan program  penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
yang berkaitan dengan penguatan ekonomi cleh SKPD/UKPD terkait:

b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekenomi
mikro dan kecil yang berkaitan dengan penguatan ekonomi aleh
SKPD/UKPD terkait:

¢. melaksanakan kegialan pengendalian pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi
mikrg dan kecl yang berkaitan dengan penguatan ekonemi oleh
SKPD/UKPD terkait;

d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
yang berkaitan dengan penguatan ekoromi olen SKPD/UKPD terkail, dan

8 melaporkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mico dan kecl yang berkaitan
dengan penguatan ekonomi oleh SKPD/UKPD terkait,

Paragraf @
Kelompok Program Pendukung
Pasal 54

(1} Kelompok Program Pendukung merupakan pelaksana TKPKK dalam
penanggulangan kemiskinan melalyi program pendukung.

(2) Kelompok Program Pendukung dipmpin oleh seorang Ketua yang
berkedudukan o bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPKK,

(3} Dalam menjatankan tugasnya Ketua Kelompok Program Pendukung
dibantu oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan d bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Program Pendukung.



Pasal 55

Kelompok Program Pendukung mempunyai tugas mengoordinasikan
penanggulangan kemiskinan d bidang pendukungan untuk peningkatan
ekonom: dan kesejahleraan masyarakat miskin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Keiompok Program Pendukung menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan program pendukung d bidang pendukungan
untuk peningkatan ekenomi dan kesejahleraan masyarakat miskin;
b. pengoordinasian pelaksanaan program pendukung d bidang pendukungan
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Pasal 57

Sub Program Peningkalan Ekonomi dan Kesejahteraaon Masyaraka! Secara
Tidak Langsung merupakan pelaksana kegiatan KelompoK Program
Pendukung yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat secara tidak langsung.

Sub Program Peningkatan Ekonom: dan Kesejahteraan Masyarakal
Secara Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Koordinator yang
berkedudukan d bawah dan berlanggung jawab kepada Ketuz Kelompok
Program Pendukung.

Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Secara
Tidak Langsung melaksanakan tugas :

a. melaksanakan koordinasi penyusunan program pendukung yang
berkaitan dengan peningkatan ekoncmi dan kesejahleraan masyarakat
secara lidak langsung oleh SKPD/AUKPD terkait;

b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program pendukung
yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat secara tidak langsung ofeh SKPD/UKPD terkait;

c melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program pendukung
yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakal secara tidak langsung cleh SKPD/UKPD terkait:

d mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program pendukung yang
berkaitan dengan peningi<atan ekonomi dan kesejahleraan masyarakat
secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait; dan

e. melaporkan pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak
langsung oleh SKPD/UKPD terkait.

BAB W
PELAKSANAAN KOORDINASI
Pasal 53

TKPKP melaksanakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 4 (empat} bulan atau sewakiu-wakiu sesuai dengan kebutuhan.

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin ocleh Ketua
TRRKP.

Ketua TKPKP dapat mewakilkan dan menugaskan Wakil Ketua TKPKP
atau Sekretaris TKPKP untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud
nada ayat {1}.

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:

a penyusunan SPKD Provinsi:

b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam
RPJMD dan RKPD: dan

¢ pelaksanaan percepatan penanggulangan; dan

d pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
daerah.
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Pasal 57

Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesegahieraan Masyarakat Secara
Tidak Langsung merupakan pelaksana Kegiatan Kelompok Program
Pendukung yang berkatan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat secara tidak langsung

Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Secara Tidak lLangsung dipmpin oleh seorang Koordinator yang
berkedudukan & bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok
Program Pendukung.

Sub Program Peningkatan Ekonomi dan Kese,ahteraan Masyarakat Secara
Tidak Langsung meiaksanakan tugas:

a melaksanakan kogrdinasi penyusunan program pendukung yang
berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
secara tidak langsung oleh SKPD/UKPD terkait;

b. melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan program pendukung
yang berkaiten dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat secara tidak langsung oleh SKPO/UKPD terkait:

C. melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program pendukung
yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat secara tidak langsung cieh SKPD/UKPD terkait;

d. mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program pendukung yang
berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakal
secara fidak langsung cleh SKPD/UKPD terkait; dan

e melaporkan pelaksanaan program pendukung yang berkaitan dengan
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara tidak
langsung oleh SKPD/UKPD terkait.

BAB M
PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 58

TKPKP melaksanakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 4 (empat) bulan atau sewakiu-wakiu sesuai dengan kebuiuhan.
Rapat sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dipimpin oleh Ketua
TKPKP.

Kewa THKPKP dapal mewakilkan dan menugaskan Wakil Ketua TKPKP
atau Sekretaris TKPKP untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas;

penyusunan SPKD Provinsi;

penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam
RPJMD dan RKPD; dan

pelaksanaan percepalan penanggulangan; dan

pelaksansan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kKemiskinan

daerah.

oe g
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Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi dan Kepata SKPD/UKPD terkait
dapat diundang dalam rapal TKPKP.

Pasal 53

TKPKK melaksanakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dipimpin oleh Ketua
THPKK.

Ketua TKPKK dapat mewakilkan dan menugaskan Wakil Ketua TKPKK
atau Sekretaris TKPKK untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:

a. penyusunan SPKD Kota/Kabupaten Admiristrasi;

b. pelaksanaan percepatan penanggulangan, dan

¢. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
daerah.

Fasal &)

TKPKP melaksanakan rapat koordinasi bersama dangan TKPKK
sekurang-Kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 {satu) tahun.

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua
TKPKP.

Ketua TKPKP dapat mewakikan dan menugaskan Wakil Ketua TKPKP
untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rapat kpordinasi sebagatmana dimaksud pada ayat (1} membahas *

a. penyusuran SPKD Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi,

b. pelaksanaan percepatan penanggulangan;

C. penyusuran program-program penanggulangan  kemiskinan dan
RPJMD dan RKPD; dan

d, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan
daerah.

Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi dan Kepala SKPD/UKPD terkait
dapat diundang dalam rapat koordinasi TKPKP dengan TKPKK.

BAB MI
PELAPORAN
Pasal 61
Ketua TKPKK melaporkan pelaksanaan penangguiangan kemiskinan d
wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi kepada Walikota/

Bupati Kabupaten Administrasi dan kepada Ketua TKPKP.

Walikola/Bupali Kabupaten Admmnistrasi melaporkan pelaksanaan
penanggutangan kemiskinan o wilaysh masing-masing kepada Gubemur.



)

(1)

@

(3)

(1)

(2)

(1)

(2}

A

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
setiap 6 (enam) bulan atau sevvakiu-wakiu sesuai kebutuhan

Pasal 62

Ketua TKPKP melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di
caerah kepada Gubernur,

Gubernur melaporkan pelai<sanaan  penanggulangan  kemiskinan d
gaerah kepada Menten Dalam Negern

Laporan sebagatmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan
seliap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB Vill
PEMBINAAN
Pasal 63

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan di daerah.

Pambinaan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
pentuk : :

pemberian bimbingan;

Supervisi;

pemantauan; dan

evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

oo o

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 64
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas TKPKP dan TKPKK
sebagamana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran

Fendapatan dan Belanja Daerah {APBED) melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Saluan Kenz SKPD/UKPD terkait

Selan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKPKP dan
TKPKK dapat mendistribusikan dana dari Pithak Ketiga yang sab dan
tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Biaya pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evajuasi TKPKP dan TKPKK
dibebapkan pada APBD melaiui alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana,
seffa Kanmtor Pemberdayaan Masyarakat Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66
Pada saat Peraturan Gubernur ini muiai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
54 Tahun 2007 tenlang Tim Koordinasi Penanggulangan Kermiskinan, dan
Peraturan Gubernur Nomar 76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok
Rerja Penanggulangan Kemiskinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 67
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintzhkan pengundangan Peraturan

Gubernur int dengan penempatannya dafam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta.

Citetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2011

GUBERKUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,

Ciundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustyus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,

g

FADJAR PANJAITAN
NIP 185508261976011001

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 82



Lampiran |

tbukota Jakarta

Nomor
Tancgal

BAGAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TKPKP DAN TKPKK

YETUA TIPER

VEREIEE TUA TXPRP

. Peraturan Gubernur Provinst Daerah Khusus

71 TAHUN 2011
18 Agustus 2011
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Lampiran | : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

ibukata Jakana

Nomor

Tanggal

SUSUNAN KEANGGOTAAN TiIM KOORDINAS| PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVING]

Penanggung Jawab
Kelua

Wiakil Katua
Sekretans

Wakil Sekretans

a SEKRETARIAT
1. Kelompok Kerja Sekretanat

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

2. Kelompok Kerja Pendataan
dan Sistem [nformasi

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
© Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi CKl Jakarta

: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI
Jakarta

: Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi DKf Jakarta

: Sekretans Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI
Jakarta

' 1, Kepala Bagian Pemberdayaan Biro Kesejahteraan

Sosial Setda Provinsi DK Jakarta

2. Kepala Bagian Tala Usaha Daerah Birc Umum
Setda Provinsi DKl Jakarta

3. Kepala Baglan Kelembagaan Biro Organisasi dan
Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Bagian Bina Pemerintahan Biro Tata
Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Bidang Penelitian dan Statistik Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI
Jakarta

! Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik

Provinsi DK| Jakarta

: 1. Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakaria

2. Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan
Provinsi DKl Jakarta

3. Perguruan Tinggi



3. Kelompek Kerja
Pengembangan Kemitraan

Ketua

Wakil Ketua

Anggoeta

4. Kelompok Kerja Pengaduan
Masyarakat

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Kepala Bidang Perakonomian Badan Perencanaan
Pembannunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Bidang Promosi Badan Penanaman Modal dan
Promosi Provinsi DK Jakarta

1. Kepala Bagian Sosial Biro Kasejahteraan Sosial
Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Bagian Protokol Brro Kepala Daerah dan
Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKl

Jakarta

3. Kepala Bagian Penanaman Modal Promosi dan
Badan Usaha Milik Daeran Biro Perekonomian
Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan
Pubiik Bire Organisasi dan Tatalaksana Setda
Provinsi DK| Jakarta

5 Kepala Bagian Prasarana Biro Prasarana dan
Sarana Keota Selda Provinsi DKI Jakarta

8 Ketus Kamar Dagang dan Industi Daerah
Provinsi DKl Jakarta

Kepala B8idang BEina Kemasyarakatan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Parempuan dan
Keluarga Berencana Provinsi DK| Jakarta

Sekretaris Inspektoral Provinsi DKl Jakarta

1. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi,
Informatika dan Kehumasan Provinsi DKl Jakarta

2. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Birc Hukum
Setda Provinsi DK Jakarta

3. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Aset
Sekretariat Daerah Biro Umum Setda Provinsi
DKl Jakarta

4. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Jakarta

b. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua

Sekretaris

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris
Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
DKl Jakarta



1. Sub Program Pemenuhan Hak Dasar

Koordinator

Anggola

2. Sub Program Pengurangan
Beban Hidup

Koordinator

Anggota

3. Sub Program Perbaikan
Kualitas Hidup

Koordinator

Anggota

i

2
)

: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKl Jakarta

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kepala Binas Kasehalan Provinsi DK Jakarta

. Kepala Bro Perekonomian Setda Provins: DKI

Jakarta

Kepala Biro Pendidkan dan WMental Sgiritual
Setda Provinsi DKl Jakaria

Kepala Badan Urusan Logistik Provinsi DK}
Jakarta

Direktur Utama Perusshaan Daerah Air Minum
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Dinas Sosial Pravinsi DKl Jakarta

i

2

Kepala Dinas Keldutan dan Peranian Provinsi
DK Jakarta

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Provinsi DKI Jakana

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
Kepaa Biro Kesejahterssn Sosial Selda Provinsi
DKI Jakarta.

Ketua Badan Amil Zakal, Infak dan Scdagoh
Provinsi DKI Jakaria

Kepaa Badan Koordinasi Kegialan Kesejahteraan
Soslal

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DK| Jakarta

E

2,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKl Jakarta

Kepala Bagan Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi
DKI Jakarta

Kepala Badar Pengelola Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi DKl Jakarta

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi DK| Jakaria

Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKl Jakarta
Kepala Biro Tala Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKl Jakarta



c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan

Kelua

Sekretaris

1. Sub Program
Pengembangan Potensi
Koordinator
Anggota

2. Sub Program Penguatan
Kapasitas Pokmas

Koordinator

Anggota

. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Sekda Provinsi DK Jakaria

: Kepala Biro Tala Ruang dan Lingkungan Hidup

Setds Provinsi DKI Jakartz

. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI
Jakarta

1. Kepala Dinas Pekeraan Umum Provinsi DKI
Jakarta

2. Kepala Badan Perpustakan dan Arsip Daerah
Provinsi DKl Jakarta

3. Kepalz Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi DKI Jakaria

4, Kepala Dinas Perlamanan dan Pemakaman
Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
Provinsi DK| Jakarta

B. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi
DKI Jakarta

7. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan Provins: DKI Jakarta

8. Kepaia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi DK| Jakarta

9. Ketua Badan Koordinasi Kegatan Kesejahteraan
Sosial Provinsi OKI Jakarta

10. Pemangku Kepentingan lainnya

. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provingi DK

Jakaria

: 1. Kepala Badan Keshangpol Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKl Jakaria

3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi

DK Jakarta

Kepala Biro Organsasi dan Tatalaksana Setda

Provinsi DKI Jakarta

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Dl Jakarta

Ketua Tm Penggerak PKK Provinsi DK Jakaria

Perguruan Tinggi

Direktur  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Jskarta {(LPMJ)

&
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d. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Mikro dan Kecil

Ketua : Assten Perekoromian  dan Admimistrasi Sekreians
Caerah Provinsi DKl Jakarta

Sekretaris : Kepsia Biro Perekonomian Selda Provinsi DRI
Jakarta
1. Sub Program Akses bagi
Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikrp, Kecll dan
Menengah dan Perdagangan Provinsi DKl Jakarta

Anggota ;1. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinst
DK Jakaria
2 Kepala Badan Penznaman Medal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
Direktur PT BANK DKi
Ketua Kamar Dagang dan Indusii Daerah
Provinsi DKI Jakarta

£ 2

5. Direktur Perum Pegadaian Cabang Jakarta
8. Direktur Bank BUMN
2. Sub Program Penguatan
Ekonomi
Koordinator . Kepala Biro Perckonomian Setda Provingi DXI
Jakarta
Anggota ! 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah dan Perdagangan Provinsi DKl
Jakarta
2, Ketua Dewan Kerajinan Maslonal Daerah Provinsi
DKI Jakarta
3 Dunia Usaha
4. Perguruan Tinggi
5. Pemangku Kepentingan Lainnya

8. Kelompok Program Pendukung

Keiua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah  Provinsi
DKl Jakaria

Sekretaris Kepala Biro Tala Pemenntahan Selda Provinsi DKI
Jakarta

1. Sub Program Peningkatan
Ekonory dan Kesejshieraan
Masyarakat secara
langsung

Koordinator : Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKl Jakarta



Anggota

Sub Program Peningkatan
Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat secara tidak
langsung

Kaeordnator

Anggota

ESIRE S

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mkro Kecil dan
Menengah dan Perndagangan Provinsi DK Jakarta
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung
Pemarintah Daarah Provinsi DKl Jakarta

Badan Usaha Miik Dasrah

Dunia Usaha

Pemangku Kepentingan Lainnya

: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi DK| Jakarla

<
2. Dunia Lisaha

Lembaga Swadaya Masyarakat

J Yayasan Sosial

4,

Pemangku Kepentingan Lainnya

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,

J
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Lampiran lIf : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
ibukota Jakarta

Nomaor
Tanggal

SUSUNAN KEANGGOTAAN T KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

Penanggqung Jawab
Ketua
Wakil Ketua

Sekrataris

Wakil Sekretaris

SEKRETARIAT

: Walikota/Bupat i

: Wakil Walikota/Bupati

Sekretans Kata/Kabupaten Administrasi

Kepala Kantor Perencanzan Pembangunan Kota/Kabupaten

Administrasi

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Kota

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Seribu

1. Kelompok Kerja (Sekretarial)

Kedua

Wakil Ketua

Arggota

2. Kelompok Kerja
Pendataan dan Sistem
Informasl

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

: Kepala Subbidang Kesejahleraan Masyarakal Kantor

Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi

: Kepala Subbidang Kesejahteraan Masyarakat Kantor

Pemberdayaan Masyarakal dan Perempuan Kola

Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor PMP dan KB
Kabupaten Keputauan Seribu

. 1. Kepala Subbagran Pemberdayaan Masyarakat Bagian

Kesos Kota/Kabupaten Administrasi

2, Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Umum Kola/
Kabupaten Administrasi

3. Kepala Subbagian Tatalaksana Bagian Tatalaksana
Keta/labupaten Administrasi

4. Kepala Subbagian Bina Pemerintahan Bagan Tata
Pemennlahan Kota/Kabupaten Administrasi

. Kepala Subbagian Tala Usaha Informasi dan Dokumentasi

Kantor Ferencanaan Pembangunan  Kota/Kabupaten
Administrasi

: Kepala Seksi Sosial Kantor Statistik Kota/Kabupaten

Administrasi

: 1. Kasi Data dan Informasi Sudin Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi



3. Kelompok Kerja
Pengembangan Kemitraan

Ketua

Wakil Kelua

Anggota

4. Kelompok Kerja
Pengaduan Masyarakat

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

2. HKasi Sistem |nformasi Sudin Kominfo dan
Kehumasan Kota/Kahupaten Administrasi

3. Perguruan Tingg d Wiayah Kota/Kabupaten
Administrasi

Kepala Subbidang Perekonomian Kantor
Pergncanaan Pembangunan Kota/Kabupaten
Administrasi

Kepala Subbagian Perindustrian dan Perdagangan
Bagian Perekonomian Kota/Kabupaten Administrasi

1. Kepala Subbagian Sasial Bagian Kesos Kota/
Kabupaten Administrasi

2. Kepala Subbagian Pelayanan Publik Bagian
Tatalaksana Kota/Kabupaten Administrasi

3. Kepala Subbagian Prasaranz Bagian Prasarana
dan Sarana Kota/Kabupaten Administrasi

4, KADINDA Kota/iKabupaten Administrasi

Kepala Subbidang Bina Kemasyarakatan Kantor
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota

Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat
Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi

Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Inspektorat
Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi

1. Kasi Kehumasan Suku Dinas Komunikasi,
Informatika dan Kehumasan Kota/Kabupaten
Administrasi

2 Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian
Hukue Kota/Kabupaten Administrasi

3 Kepala Subbagian Rumah Tangga Bagian
Hukum Kota/Kabupaten Administrasi

b, Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Ketua

Sekretaris

Asiten Kesejahteraan Masyarakat Sekko/Kabupaten
Adminislrasi

Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setkol
Kabupaten Adminisirasi



1. Sub Program Pemenuhan Hak

Dasar

Koordinator

Anggota

2. Sub Program Pengurangan
Beban Hidup

Koordinator

Anggota

3. Sub Program Perbaikan Kualitas:

Hidup

Koordinator

Anggota

Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotaf
Kabupaten Adminisirasi

i
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epada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota/
Kabupaten Administrasi

Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung
Pemda Kota/Kabupaten Administrasi

Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten
Administrast

Kepala Bagian Perekonomian Kota/Kabupaten
Administrasi

Kepala Bagian Dikmental Setko/Kabupaten
Administrasi

Kepala Kantor Logistik Kota/Kabupaten
Administrasi

Kepala PDAM Jaya Kota/Kabupaten Administrasi

: Kepala Suku Dinas Sosial Kota/Kabupaten

Administrasi

ol P
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Kepala Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kota/Kabupaten Administrasi

Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota/Kabupaten
Adrministrasi

Kepala Suku Dinas Petemakan dan Perkanan
Kota/Kabupaten Admiristrasi

Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota/
Kabupaten Administrasi

Ketua Bazis Kota/Kabupaten Administrasi

Kewa Koordinasi Kegiaan Kesejahteraan Sosial
Kota/Kabupaten Administrasi

Kepala Bagian Kesejahterasn Sosial Kota/
Kabupaten.Administrasi

: Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten

Administrasi

B
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Kepala Kanlor Kementerian Agama Kota/
Kabupaten Administrast

Kepata Kartor KB KotalKahupaten Administrasi
Kepata Kantor Pemberdayaar Masyarakat dan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Administrasi

Kepala ¥antor Lingkungan Hidup Kota/abupaten
Administr asi

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota/Kab Administrasi
Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota/
Kabupaten Administrasi

Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup Setko/Kabupaten Administrasi

Camat Provinsi DK] Jakarta

turzh Provinsi OKI Jakarta



o Kelempok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

atud

Sekrelaris

1. Sub Program Pengembangan :

Potensi

Keoordinator

Anggota

2. Sub Program Penguatan
Kapasilas Pokmas

Koordinator

Anggota

Aslsten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekko/Kabupaten Administrasi

Hepala Bagian Tala Ruang dan Lingkungan
Hidup Setko/Kabupaten Administrasi

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Ferempuan Kota

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Administrasi Kepul auan Seribu

1. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan
Kota

Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air
Kota/Kabupaten Administrasi

Kepala Suku Dinas Pariwisata Kota/
Kabupaten Administrasi

woN

4. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota/
Kabupaten Administrasi

5. Kepsla Suku Dinas Pertamanan Kota

6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Kabupaten Administrasi

7. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda Kota/Kabupaten Administrasi

8. Hepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda
Kota/Kabupalen Administrasi

9. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan
Penerliban Bangunan

10, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota!KabUﬁaten Administrasi

11. Kpordinasi Kegtatan Kesejahteraan Sosial

12. Pemangku Kepentingan Lainnya

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten
Agministrasi

1. Kepala Kantor Kesbangpo! Kota/Kabupaten
Administras

2. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kota/
Kabupaten Adminisirasi

3. Kepala Bagian Tatalaksana Kota/Kabupaten
Administras
Kepala Bagian Hukum Kota/Kabupaten
Administrast
Kepala Bagian Dikmental Kota/Kabupaten
Administrasi

Ketua TP PKK Kota/Kabupaten Administrasi
Perguruan Tinggi yang ada d Kota/Kabupaten
Adminisirasi

Carnat Provins! DK] Jakaria

Lurah Provinsi DK Jakarta
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d Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha

Ekonomi Mkre dan Keeil

Ketua

Sekretaris

1. Sub Program Akses bagl
Pelaku Usaha Mikro dan
Kecil

Koardinator

Anggota

2 Sub Program Penguatan Ekonomi

Koordinator

Anggota

e. Kelompok Program Pendukung

Ketua

Sekretaris

1. Sub Program Peningkatan
Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat secara langsung

Koordinator

Anggola

Asisten Perckonomian dan Administrasi Sekretaris
Kota/Sekretars Kabupaten Administrasi

Kepala Bagtan Pergkonomian Setko/Setkab
Administrasi

Kepata Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kedil
Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi

1. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energ
Keta/Kabupaten Administrasi

2. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikre,
Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/
Kabupaten Administrasi

3. Kepala Capem Bank DKI Kola/Kabupaten
Administrasi

4 Ketua Kamar Dagang dan industri Kota/
Kabupaten Administrasi

Kepala Bagian Perekonomian Setko/Selkab
Administrasi

1. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/
Kabupaten Administrasi

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja tan
Transmigrasi Kota/Kabupaten Administrasi
Dunia Usaha

Perguruan Tinggi

Pemangku Kepentingan Lainnya

R N

Asisten Pemerntahan Sekretards Kota/Sekretars
Kabupaten Administrasi

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko/Setkab

Kepala Bagian Perekoncomian Setko/Setkab
Admenisirasi

1. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/
Kabupaten Administrasi



2. Sub Program Peningkatan
Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat secara tidak
langsung

Koordinator

Anggoia

(=)

2. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung
Pemerintzh Daersh Kota/Kabupaten Administrasi

3, Badan Usaha Milik Baerah
4. Dunia Usaha
5 Pemangku Kepentingan Lainnya

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrast
Kota/Kabupaten Adminisiras

Lembaga Swadaya Masyarakat
Dunia Usaha

Yayasan Sosial

Pemangku Kepentingan Lainaya
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GUBERNUR PRCOVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

i




Ve



